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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 22 TAHUN 1982
TENTANG
TATA PENGATURAN AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ddam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang Pengairan, diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah mengena
penydenggaraan tata pengaturan ar yang meiputi segda usaha untuk
mengatur  pembinean  seperti pemilikan,  penguasaan,  pengelolaan,
penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbernya, guna
mencapa manfaat yang sebesar besarnya ddam memenuhi hgat hidup dan
peri kehidupan rakyat;

. bahwa perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagal landasan kebijaksanaan

untuk pengaturan lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengairan
menurut bidangnya masing-masing sesual dengan fungs dan peranannya;

. Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
.- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974tentang Pengairan (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengdlolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3215);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA PENGATURAN AIR.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a Menteri addah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pengairan;

b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1/Daerah Khusug/Daerah Istimews;

c. Daerah adalah Daerah Tingkat |;

d. Pemerintah Daerah addlah Pemerintah Daerah Tingkat 1/Daerah KhusugDaerah |stimews;

e. Dagrah Pengdiran Sunga adalah suatu kesatuan wilayah tata ar yang terbentuk secara damiah
dimana air meresgp dan/atau mengdir melalui sungal dan anak-anak sungal yang bersangkutan;

f. Wilayah Sungai addah kesatuan wdayah tata pengairan sebagamana dimaksud pada Pasal 1 angka
7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 sebagai hasl pengembangan satu atau lebih daerah
pengdiran sunga;

0. Hak GunaAir adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;

h. Pihak yang Berwenang adadah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama
Menteri;

i. Bangunan Pengairan addah bangunan prasarana pengairan bak yang berujud sduran ataupun
bangunan lain.

BAB II
ASAS DAN LANDASAN HAK ATASAIR

Pasal 2

(1) Ddam Tata Pengaturan Air dipergunakan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan
kelestarian.
(2) Hék atasair idah Hak Guna Aiir.

BAB Il
POLA TATA PENGATURAN AIR

Pasal 3

Untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air secara nasond yang dapat memberikan manfaat
yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan
ditetgpkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air yang
didasarkan atas wilayah sunga, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan
perlindungan, pengembangan dan penggunaan air darv/atau sumber air.
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Pasal 4

Kesatuan wilayah tata pengairan ditetgpkan berdasarkan wilayah sungal.

Dua daerah pengdiran sungai atau lebih yang secara alamiah atau buatan berhubungan satu sama
lain, kessluruhannya dinyatakan sebagal satu wilayah sungai dan masing-masing merupakan sub
wilayah sungai.

Pasal 5

Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 atas air dan/atau sumber air yang berada di wilayah
wilayah sungal atau bagian-bagian daripada wilayah sungai di dalam suatu Daerah, dilimpahkan
daam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah kecudi ditetapkan lain dalam
Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
aya (1) pasd ini kepada Menteri.

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas wilayah sungai yang berada pada
lebih dari satu Dagerah tetap berada pada Menteri.

Pasal 6

Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah, mata air panas sebagal sumber minerd dan
sumber tenaga menjadi wewenang Menteri yang bertanggungjawab daam bidang pertambangan.
Pengambilan air bawah tanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat
dilaksanakan dengan izin Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat petunjuk-petunjuk teknis
dari Menteri sebagaimana dimaksud daam ayat (1) pasd ini.

Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut olen Menteri sebagaimana dalam ayat (1) pasd
ini.

Pasal 7

Rencana perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dar/atau sumber air pada tiap wilayah
sungai disusun secara terpadu dan menyduruh.

Rencana sebagamana dimeksud dadam ayat (1) pasd ini dimasukkan ke ddam Rencana
Pengembangan Sumber-sumber  Air Nasiond, sebagal bagian dari Rencana Pembangunan
Nasiondl.
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BAB IV
KOORDINASI TATA PENGATURAN AIR

Pasal 8

Tanpa mengurangi wewenang departemen darvalau lembaga lain yang bersangkutan dalam bidang
tugasnya masng-masng, Menteri meaksanekan wewenang dan  tanggung jawab  untuk
mengkoordinaskan segda pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud daam Pesd 5 ayat (1)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Pasal 9

Pengaturan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-

hal sebagai berikut :

a penetgpan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber ar;

b. penetgpan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam rencana perlindungan,
pengembangan, dan penggunaan sumber air tersebut;

C. pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air;

d. pengaturan cara pembuangan air limbah beserta bahan-bahan limbah lainnya;

e. pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air;

f. pengaturan terhadap masdah-masalah lain yang mungkin timbul.

Pasal 10

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini

Menteri bertuges:

a mengumpulkan data mengena kuartites dan kuditas ar pada sumber ar serta memdihara
inventarisasinya;

b. mengumpulkan data mengena kebutuhan air dan memelihara kessimbangan tata air;

c. mengadakan sudi yang bersangkutan dengan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air
dan/atau sumber air yang bersfat umum maupun khusus,

d. menyiapkan perumusan dan penyusunan kebijaksanaan.dalam rangka perencanaan pengembangan
sumber air;

e menyigpkan perumusan dan penyusunan rencana pengembangan sumber air  berdasarkan
kebijaksanaan tersebut pada huruf d pasal ini;

f. memberikan bantuan dan pertimbangan daam bidang teknologi kepada departemen-departemen,
Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah, lembagar-lembaga dan badan-badan lain yang bersangkutan
daam menyusun rencana penggunaan air dan/atau sumber air baik nasond, regiona maupun lokd;

0. mengatur caradan persyaratan sertadaftar registras penggunaan air darvatau sumber air;

h. mengatur cara dan persyaratan pembuangan air limbah beserta bahanbahan limbah lainnya balk cair
maupun padat;

I. mengatur cara pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijaksanaan tersebut di atas.
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Pesal 11

Daam menunjang pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasdl
9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, ingang-ingang lain, baik di Pusat maupun di Daerah
dan/atau badan badan hukum tertentu menyediakan data hasil sudi dan rencana daam bidangnya
masing-masing yang bersangkutan dengan pengairan untuk Menteri.

Menteri menyediakan rencana pengembangan sumber air yang telah disetujui bersama instans-
ingdans sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)pasal ini serta keterangan-keterangan lain yang
diperlukan sebagai landasan pelaksanaan dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasd 9, dan Pasd 10
Peraturan Pemerintah ini, olen Menteri dalam rangka tugas pembantuan dapat dilimpahkan kepada
Pemerintah Daerah untuk wilayah-wilayah sungai yang berada di dalam wilayahnya, kecuali
ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasdl ini diatur oleh Menteri.

BABV
PENGGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR

Bagian Pertama
Prioritas Penggunaan Air darn/atau Sumber Air

Pasal 13

Air untuk keperluan minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

Kecuai sebagamana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan urutan prioritas penggunaan air
dan/atau sumber ar sesuai dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.

Urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam aya (2) pasa ini ditetapkan ddam rencana

pengembangan sumber ar.

Paal 14

Tanpa mengurangi arti rencana pengembangan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pesd 13 ayat
(3) Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat, pemerintah
dapat melaksanakan atau memerintahkan pelaksanaan pekerjaan penggunaan air dan/atau sumber air
untuk memenuhi kepentingan yang mendesak.

Pasal 15

Apabila terdgpat suatu kelompok masyarakat pemaka air memperoleh izin penggunaan ar danvatau
sumber ar, yang pengambilan arnya ditetgpkan dari satu bangunan atau sduran yang sama,
pembagiannya antara anggota diatur oleh kelompok yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang
ditetgpkan oleh Gubernur.
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